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KAJIAN PUSTAKA

2.1  Faktur Pajak

2.1.1 Pengertian Faktur Pajak

Dalam pasal langka 23 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa Faktur Pajak
adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang

melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau
JKP wajib membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak yang telah dibuat oleh Pengusaha
Kena Pajak (PKP) merupakan suatu dokumen yang sangat penting yang harus
diketahui secara jelas oleh setiap Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu,
dokumen faktur pajak merupakan suatu bukti yang menjadi sarana pelaksanaan
cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai, dan harus
ditunjukan dalam hal pelaporan setiap transaksi bisnis yang telah dilaksanakan ke
Kantor Pelayanan Pajak. Bahkan apabila terjadi pemeriksaan oleh fiskus,

dokumen ini perlu ditunjukan secara jelas.

Adapun dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak menurut PER-

10/PJ/2010 sebagai berikut:

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
b. Pemberitahuan Impor Barang (PI1B)

c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)



d. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP)

e. Pemberitahuan Ekspor BKP /BKP Tidak Berwujud

f. Bukti Tagihan atas Penyerahan Listrik

g. Bukti Tagihan atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi

h. Nota Penjualan Jasa yang untuk Penyerahan Jasa Kepelabuhan

I. Tiket, Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) atau Delivery
Bill

J. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPN atas
pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah
Pabean

k. Bukti Tagihan atas Penyerahan JKP oleh Perbankan

I.  Bukti Tagihan atas Penyerahan JKP oleh perantara efek , dan

m. Bukti Tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Perusahaan

Air Minum

2.1.2 Perkembangan Faktur Pajak

Berdasarkan data BPS tahun 2014, Indonesia merupakan Negara dengan
luas wilayah lebih dari satu juta kilometer persegi dan berpenduduk lebih dari 200

juta jiwa.

Dengan luas daerah dan banyaknya penduduk serta melimpahnya sumber
daya alam, Indonesia dinilai memiliki beragam potensi ekonomi yang menarik
banyak perhatian investor asing. Banyaknya perusahaan serta transaksi yang

dilakukan menyebabkan tingginya aktivitas perpajakan di Indonesia.



Dalam sejarahnya, faktur pajak pertama kali diatur melalui Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1985. Dalam tahun-tahun pertama
pemberlakuan faktur pajak, hanya terdapat satu jenis faktur pajak dan harus diisi

secara manual.

Faktur pajak merupakan sebuah dokumen penting bagi penjual sebagai
bukti otentik bahwa pihak penjual telah memungut Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dari pihak pembeli. Sedangkan bagi pihak pembeli dengan adanya faktur

pajak maka PKP dapat mengkreditkan/mengurangi PPN yang harus dibayar.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP), sepanjang tahun 2008-
2013 terdapat 100 kasus faktur pajak bodong yang merugikan Negara sekitar Rp.
1,5 triliun. Sebagian besar kasus menggunakan modus laporan faktur pajak fiktif.
Atas dasar inilah, pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah inovasi yakni

aplikasi e-faktur.

Hal yang perlu di cermati dari perkembangan faktur pajak adalah
perubahan jenisnya. Pada aturan sebelum tahun 2010, kita mengenal ada 3(tiga)

bentuk jenis faktur pajak yaitu:

1. Faktur Pajak Standar
2. Faktur Pajak Sederhana

3. Faktur Pajak Gabungan

Namun semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
maka istilah Faktur Pajak Sederhana dihilangkan, sehingga didalam ketentuan
tersebut hanya ada istilah Faktur Pajak dan Faktur Pajak Gabungan. Dihilangkan

Faktur Pajak Standard dan Sederhana merujuk pada perubahan Pasal 13 ayat (5).



Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan yang harus ada pada

Faktur Pajak:

a)

b)

d)

f)

9)

Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang
Kena Pajak atau Jasa Penerima Jasa Kena Pajak

Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena
Pajak atau Jasa Penerima Jasa Kena Pajak

Jenis Barang atau Jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan Potongan
Harga

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut

Kode,Nomor Seri, dan Tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan

Nama dan Tanda Tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Menurut penjelasan pada pasal 13 ayat (5) menyebutkan bahwa faktur

pajak yang tidak diisi lengkap sesuai ketentuan akan berimbas pada tidak dapat

dikreditkannya Pajak Masukan atas penyerahan tersebut.

2.1.3

Latar Belakang Penetapan Faktur Pajak Elektronik (e-faktur)

Ada dua hal yang menjadi latarbelakang Direktorat Jendral Pajak

menetapkan e-faktur menjadi bagian dari sistem administrasi PPN di Indoneisa.

Latar belakang tersebut:

1. Penyalahgunaan kewenangan PKP dan Faktur Pajak
Penyalahgunaan atas kewenangan PKP dan Faktur Pajak banyak

sekali terjadi diantaranya adalah wajib pajak yang belum dikukuhkan



sebagai PKP menerbitkan Faktur Pajak, Faktur Pajak atas transaksi
tidak diterbitkan, banyak ditemukannya faktur pajak fiktif dan faktur
pajak ganda. e-Faktur diharapkan mampu menjadi alat pengendalian
dan pengawasan yang efektif atas PKP dan Faktur Pajak itu sendiri
karena penyalahgunaan yang terjadi menjadi indikasi penurunan
kepatuhan PKP sehingga menyebabkan penerimaan PPN kurang
optimal.
2. Beban administrasi Faktur Pajak terus meningkat

Ketentuan Faktur Pajak tercetak seperti yang sebelumnya diterapkan
menimbulkan beban administrasi yang cukup signifikan. Faktur
Pajak di laporkan tercetak secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak
begitu juga sebagian dari SPT masa PPN akan mempermudah
pengadministrasian dan secara otomatis mengurangi beban

administrasi.

Selain itu, administrasi Faktur Pajak secara manual membuat pengawasan
PKP menjadi semakin besar seiring semakin meningkatnya jumlah PKP dan
penertiban Faktur Pajak. E-faktur akan mempermudah proses pengawasan PKP

dan merumuskan.

2.2 Faktur Pajak Elektonik (e-Faktur)

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pembuatan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) sebagai berikut:
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1) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8
Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPNnBM.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Tata Cara pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak.

3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan
Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

4) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata
Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka
Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara

Pembatalan Faktur Pajak.

2.2.2 Pengertian Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Dalam pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014, Faktur Pajak Elektronik (e-
faktur) adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik

yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pemberlakuan e-Faktur merupakan wujud peningkatan layanan Direktorat
Jendral Pajak bagi PKP yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan,
kenyamanan, dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
khususnya pembuatan Faktur Pajak. Dengan format aplikasi atau sistem
elektronik, e-Faktur bisa meminimalisasi kasus penggunaan Faktur Pajak fiktif
dan duplikasi Faktur Pajak. Tercatat pada 2014, ada sekitar 57 kasus penggunaan
Faktur Pajak fiktif yang artinya pihak pembeli mendapat kerugian karena pajak

yang telah dibayarkan tidak disetorkan kepada Negara oleh pihak penjual atau
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penyedia barang/jasa. E-Faktur dapat menjamin validasi dua belah pihak yang
melakukan transaksi. Selain itu, PKP tidak perlu membuang waktu dan biaya

hanya untuk melaporkan Faktur Pajak.

2.3 Kewajiban Membuat e-Faktur

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 telah
ditetapkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat e-faktur. Faktur
pajak elektronik (e-faktur) pajak diterapkan dengan mempertimbangkan
kepentingan wajib pajak khususnya PKP, PKP yang diwajibkan membuat e-

Faktur dibagi menjadi tiga tahap antara lain:

1) Tahap pertama, dilakukan pada 1 Juli 2014 dengan menentukan sejumlah
45 perusahaan yang sudah diwajibkan membuat e-faktur untuk diterapkan
di Kantor Pelayanan Pajak Besar, Kantor Wilayah Khusus, dan KPP
Madya diwilayah DKI Jakarta.

2) Tahap kedua, dilakukan pada 1 Juli 2015 untuk diterapkan di Kantor
Pelayanan Pajak Jawa dan Bali.

3) Tahap ketiga, dilakukan pada 1 Juli 2016 secara serentak diterapkan di

seluruh KPP di Indonesia.

PKP yang telah diwajibkan membuat e-Faktur tetapi tidak membuat e-
Faktur atau membuat e-Faktur yang tidak mengikuti tata cara yang telah
ditentukan, dianggap tidak membuat Faktur Pajak dan dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai pasal 14

ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
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Transaksi yang dibuatkan e-faktur, antara lain:

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau pasal 16D UU PPN dibuat
untuk setiap penyerahan BKP, sedangkan Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ UU PPN dibuat
untuk penyerahan JKP. Kecuali, atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh
pedagang eceran, PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar
negeri, dan bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya

dipersamakan dengan Faktur Pajak.

2.4 Manfaat e-faktur

Dengan adanya aplikasi e-faktur, banyak manfaat yang didapatkan saat

menerbitkan Faktur Pajak Elektronik (e-faktur):

1. Bagi PKP Penjual
a. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik
b. E-faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya cetak
dan biaya penyimpanan dokumen
c. Aplikasi e-faktur dapat membuat SPT masa PPN sehingga PKP
tidak perlu lagi membuatnya
d. PKP yang menggunakan e-faktur pajak dapat meminta Nomor
Seri Faktur Pajak melalui situs pajak dan tidak perlu datang ke
KKP
2. Bagi PKP pembeli
a. Terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak tidak sah karena

e-faktur dilengkapi dengan QR code. QR code menampilkan
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informasi tentang transaksi, penyerahan nilai DPP dan
informasi lainnya
b. Informasi yang terdapat dalam QR code dapat dengan mudah
dilihat melalui aplikasi QR code yang bisa diunduh melalui
smartphone atau gadget lain
c. Jika informasi yang terdapat dalam QR code berbeda dengan
cetakan e-faktur, maka faktur pajak tersebut dinilai tidak valid
3. Bagi pemerintah
a. Kemudahan pengawasan dengan adanya validasi pajak
keluaran-pajak masukan dan data lengkap dari setiap faktur
pajak
b. Mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses
pemeriksaan, pelaporan dan pemberian Nomor Seri Faktur
Pajak
c. Sistem berbasis elektronik akan meminimalisir penyalahgunaan
faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak
bertanggung jawab
4. Bagi lingkungan
Penerapan green tax juga menjadi salah satu manfaat e-faktur. Alhasil,
seiring resminya penggunaan e-faktur penggunaan kertas faktur pajak
tidak diperlukan. Dengan adanya sistem e-Tax, diharapkan penggunaan
dokumen secara digital mampu membuat Indonesia mampu berkontribusi
secara maksimal dalam program green tax yang dijalankan di seluruh

dunia.
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Untuk dapat menggunakan aplikasi e-faktur ini, PKP membutuhkan
Sertifikat Elektronik yang dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan
Sertifikat Elektronik kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena

Pajak dikukuhkan.

2.5 Sertifikat Elektronik

Menurut SE-20/PJ/2014, sertifikat elektronik adalah sertifikat yang
memuat tanda tangan elektronik dan identitas status subjek hukum para pihak,

dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi.

Sertifikat elektronik diberikan DJP kepada PKP sebagai bukti otentifikasi

pengguna layanan pajak secara elektonik.

Layanan perpajakan secara elektronik tersebut berupa:

a. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang
dite ntukan dan/atau disediakan oleh DJP, dan
b. Penggunaan aplikasi atau system elektronik yang ditentukan

dan/atau disediakan oleh DJP untuk pembuatan e-Faktur.

2.5.1 Syarat dan Ketentuan Sertifikat Elektronik

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan PKP untuk

mendapatkan sertifikat elektronik e-Faktur:

a. Surat permintaan sertifikat elektronik yang telah ditandatangani dan

dibericap perusahaan oleh pengurus PKP dan disampaikan secara
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langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan, dan
tidak boleh dikuasakan ke pihak lain.

Pengurus PKP adalah orang yang mempunyai wewenang ikut
menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam
menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP dan
namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum
tahun diajukannya surat permintaan sertifikat elektronik.

SPT Tahunan PPh Badan yang telah jatuh tempo harus sudah
disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan
beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan
Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan
menyerahkan fotocopy:

1. Surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan,

2. Akta pendirian perusahaan atau asli penunjuk sebagai permanent
establishment dari perusahaan induk di luar negeri dan
menyerahkan fotocopy dokumen tersebut.

Pengurus harus menunjukkan kartu identitas berupa KTP dan Kartu
Keluarga (KK), serta menyerahkan fotocopy dokumen, jika pengurus
merupakan Warga Negara Asing (WNA), pengurus harus menunjukkan
paspor asli , Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) asli, atau Kartu Izin
Tinggal Tetap (KITAP) asli dan menyerahkan fotocopy dokumen

tersebut.
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f. Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan
dalam compact disc (CD) sebagai kelengkapan surat permintaan
sertifikat dokumen.

g. Seluruh berkas persyataan diberikan ke petugas khusus yang bertugas di

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan.

2.6 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang mulai
berlaku sejak 1 April 2013 ditetapkan bahwa PKP yang membuat Faktur Pajak
wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang terdiri atas 16

(enam belas) digit sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

oJofo].[o]oJo]-[o]o].[o]o[c]ofoo]o]0]
A
Kode Transaksi
Kode Status

Nomor Seri Faktur Pajak

a) 2 (dua) digit kode transaksi

b) 1 (satu) digit kode status

c) 13 (tiga belas) digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh DJP,
termasuk kode tahun akan di create oleh sistem DJP dan kode cabang

dihapus.

Penulisan kode dan nomor seri pada faktur pajak harus dilengkapi sesuai
dengan banyaknya digit. Kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan akan

memberikan nomor seri faktur pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah
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ditentukan dimulai dari Nomor Seri 900-13.00000001 untuk faktur pajak yang
diterbitkan tanggal 1 April 2013. Untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri

faktur pajak 000-14.00000001 demikian seterusnya.

1. Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak

a) Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

01 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang
PPN dan PPNnya dipungut olen PKP penjual yang melakukan

penyerahan BKP dan/atau JKP.

02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut
PPN Bendahara Pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh

Bendahara Pemerintah.

03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut
PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya

dipungut oleh Pemungut PPN lainnya tersebut.

04 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang
menggunakan DJP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP

penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

05 kode ini tidak digunakan

06 digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh
PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan

penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri
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(turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN

1984.

07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatkan

fasilitas PPN tidak dipungut atau Ditanggung Pemerintah.

08 digunakan untuk penyerahan BKP / JKP yang mendapat fasilitas

dibebaskan dari pengenaan PPN.

09 digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya

dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP.

2. Tata Cara Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak
1. Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
1) 0 (nol) untuk status normal
2) 1 (satu) untuk status penggantian
2. Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak penggantian ke-2, ke-3
dan seterusnya, maka kode status yang digunakan kode
status “1”.
3. Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak
a. Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit
nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun
penerbitan
b. Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok

nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP
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c. Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur
Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun
penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak

d. Sejak tanggal 1 januari 2015 permintaan Nomor Seri Faktur
Pajak untuk tahun 2014 tidak dapat dilayani oleh KPP

e. Mulai tanggal 1 januari 2015, pembuatan Faktur Pajak harus

sudah menggunakan Nomor Seri untuk tahun 2015

2.7 Prosedur penggunaan aplikasi e-faktur

Secara garis besar, langkah-langkah utama penggunaan aplikasi e-faktur

yaitu Registrasi aplikasi, Registrasi user, Administrasi faktur pajak dan

Pembuatan e-SPT PPN.

1. Registrasi aplikasi

Langkah-langkah untuk melakukan registrasi aplikasi adalah sebagai

berikut:

a. Klik aplikasi ETaxInvoice.exe pada folder aplikasi e-faktur.

Kemudian, akan muncul kotak pilih Database dan pilih local

database. Jika menggunakan internet proxy, klik Setting Aplikasi

untuk melakukan pengaturan proxy. Isikan IP server, port, user

name dan password. Kemudian klik simpan.
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Setting Internet Proxy

b. Form registrasi akan muncul pada saat aplikasi pertama kali

dijalankan. Pada kotak registrasi ETaxInvoice isikan NPWP,

Sertifikat User dan kode aktivasi. Untuk sertifikat user diisikan

dengan cara mengeklik open, kemudian arahkan kursor pada file

sertifikat digital. Kemudian klik open dan akan keluar kotak

Passphrase Certificate. Isikan passphrase dan klik ok.

REGISTER ETAX IWOICE
L | S——

Serifhal User DS 1000 - kevtas padalarang. il | e

Wnge Afroas
|

| Begeter | | Qose

b Passply ase Cortificale
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c. Masukkan kode aktivasi dan klik register. Kemudian akan muncul

tampilan berikut ini
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d. Masukkan captcha dan password. Adapun password diisikan
dengan password yang digunakan untuk meminta nomor seri faktur
pajak. kemudian klik submit. Registrasi berhasil jika muncul

tampilan berikut ini.

2. Registrasi user

Pada saat melakukan registrasi user akan muncul tampilan berikut ini.
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Langkah-langkah registrasi user sebagai berikut:

a. Isikan nama user

b. Isikan nama lengkap (nama ini akan muncul sebagai penanda
tangan faktur pajak)

c. Isikan password yang akan digunakan untuk login ke aplikasi e-
faktur (password ini dapat berbeda dengan password yang
digunakan pada saat permintaan nomor seri faktur pajak dan hanya
digunakan untuk login ke aplikasi e-faktur)

3. Administrasi faktur pajak
jika telah melakukan registrasi aplikasi dan registrasi user, pada saat
mengeklik aplikasi ETaxInvoice.exe pada folder aplikasi e-faktur akan

muncul tampilan berikut ini

== Pilih Database n

PFilh Database 1
Pl database, ¢ koneds ke Sistem ETaximooice

®) Lokal Database () Network Database

Sping aplan /

Conmest mengenalpajak.com

selanjutnya, klik local database dan klik connect. Lalu, akan muncul
kotak untuk login seperti tampilan dibawah ini . isikan nama user dan

password. Klik login untuk masuk ke aplikasi e-faktur.
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LOGIN ETAX INVOICE
Mama User | ’

Paszword |ese

|( Login | [ Close ]

jika login berhasil, muncul tampilan berikut ini. User dapat menggunakan

fitur-fitur pada aplikasi e-faktur.
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2.8 Perbedaan Faktur Pajak Manual dengan Faktur Pajak Elektronik (e-

faktur)

Berikut ini tujuh hal yang membedakan Faktur Pajak manual dengan e-Faktur:

1. Tanda tangan PKP
Dalam faktur pajak manual tanda tangan yang ada merupakan tanda
tangan basah dari PKP atau pegawai yang ditunjuk mengurus

perpajakan. sedangkan dalam e-faktur, tanda tangan diganti oleh

kode QR.

2. Format
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Dalam faktur pajak manual, seperti yang sebelumnya telah
dijelaskan, tidak ada format resmi mengenai faktur pajak. Namun
PKP tetap harus menyusun berdasarkan keterangan yang tertera pada
PER-24/PJ/2012. Sementara pada e-faktur, format faktur pajak
sudah ditentukan oleh aplikasi atau sistem yang disediakan DJP.

3. Jumlah lembar
Faktur pajak manual wajib dicetak minimal dua lembar, masing-
masing untuk PKP penjual dan PKP pembeli. Sedangkan e-faktur
tidak diwajibkan untuk dicetak dalam format hardcopy.

4. Permohonan /Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)
Melalui e-faktur, PKP tidak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) untuk meminta NSFP. Sementara , saat era faktur pajak
manual, PKP harus datang langsung ke KPP untuk meminta NSFP.

5. Prosedur Pelaporan

Dalam aplikasi e-faktur, PKP harus mengunggah faktur pajak, baik
keluaran maupun masukan, agar bisa mendapatkan kode QR dan
mendapatkan pengesahan. Prosedur ini dilakukan agar dapat
membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
Sedangkan dalam faktur pajak manual, PKP tidak wajib
mengunggah faktur pajak sebelum pelaporan SPT PPN. Faktur pajak
masukan dan keluaran hanya perlu dicantumkan pada daftar pajak
keluaran dan pajak masukan pada saat membuat SPT PPN.

6. Pelaporan SPT PPN
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Dalam faktur pajak manual, pelaporan SPT PPN menggunakan
formulir SPT PPN 1111. Sementara, jika menggunakan e-faktur,
semuanya tersedia dalam satu aplikasi.

Mata Uang

Dalam faktur pajak manual, mata uang yang dicantumkan bebas dan
tidak harus menggunakan mata uang Rupiah. Sementara, mata uang
yang harus dicatat dalam e-faktur adalah Rupiah. Jika PKP
melakukan transaksi menggunakan mata uang asing, maka harus

dikonversi terlebih dahulu ke Rupiah.
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